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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

)

N

KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG
BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal |3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kabupaten Pemalang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan l'aia Kerja Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupaii tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang.

Undang-Undang Nomor |- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam | ingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-lndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran “\cgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran \cgara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor [C Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
beberapakali telah diubal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Perciintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republ/k Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Penierintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Neuara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penycharluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisas Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pemalang (l.embaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaien Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan .| PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG.

BARB I
KETENTU AN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan

B =

12.
13.

14.
15.

17.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bupati adalah Bupati Pemalang ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang |

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekictariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten Pemalang ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang ;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD
adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Pemalang ;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DDacrah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD
adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;

Instansi Vertikal adalah perangkat dari DDepartemen atau Lembaga Pemerintahan non
Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;

Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Peimalang;

Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Pemalang;

Tugas adalah proses mengolah bahan keija dengan menggunakan perangkat kerja untuk
memperoleh hasil kerja ;

Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan ;

Tata kerja adalah keputusan yang memuat hubungan antar elemen struktural, wewenang dan
fungsi serta mekanisme kerja organisasi;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari
sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabuatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya ;

Pelaksana tugas/ staf adalah pegawai yang mclaksanakan tugas-tugas teknis.
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BABII
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KELURAHAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari

a.

b.

C.

d.

€.

f

¥y "
d

(1)

)

(D

)

(3)

Y

(5)

Lurah;

Sekretariat Kelurahan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas pokok menyelengzearakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan
mempunyai fungsi :

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

pemberdayaan masyarakat;

pelayanan masyarakat;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

pemeliharaan prasarana dan fasilitasi peliayanan umum;

pembinaan lembaga kemasyarakatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olen Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

©me a0 o

Pasa 4

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan membeiikan pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat/aparatur kelurahan dan masyarak.it

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam
menyiapkan bahan perumusan, kebijakan. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan
ketentaraman dan ketertiban umum.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan. relaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan
ekonomi dan pembangunan.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tuges pokok membantu Lurah dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan urusan
kesejahteraan rakyat.

BAB |11
TATA KI:RJA

Pasal S

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, l.urah melakukan koordinasi dengan Camat dan
instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

-
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Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi k clurahan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pacal 7

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi Kcurahan bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masinz-masing serta menyampaikan laporan berkala
maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB 1V
KETENTUAN | AIN-LAIN
Pasal 8

Uraian tugas jabatan Kelurahan Kabupaten Pemalang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati i sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 1°

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun
2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Ke¢lurahan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal | !
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemzlang,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 2008

% PATI PEMALANG?

«
. L
H. M. MACHROES & .

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 26 September 2008

P1t. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

INGPEKTUR

BERITA WAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR g6
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